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PUTUSAN
Nomor: 6015/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

>

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam tinggat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugatumur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat”,
Melawan
Tergugatumur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, selanjutnya
disebut sebagai "Tergugat";
Pengadilan agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-
surat lainnya di persidangan ;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatanya tanggal 17 Oktober
2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan
register Nomor: 6015/Pdt.G/2018/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 01 April 2015, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Susukan lebak Kabupaten Cirebon , dengan Akta Nikah Nomor
0078/001/1V/2015 tanggal 01 April 2015;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta’lik
talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Orang tua

Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan
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dikaruniai 1 orang anak Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan
Tergugat Belum pernah bercerai ;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun
2018 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena Tergugat sebagai seorang
suami tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat
bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang
telah berjalan selama 6 bulan;

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan
atau tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk
Penggugat, padahal Penggugat tetap ta’at menjaga diri/tidak nusyuz;

6. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta’lik talak butir
2 dan 4 yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat tuntutan atas pelanggaran ta’lik talak
tersebut;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya
mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil,
sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan
rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan
hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Arip hidayat Bin Suratman)
terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil /
kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor:
6015/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 19 Oktober 2018 dan tanggal 02 Nopember
2018, yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut , maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa
hadirnya pihak Tergugat ;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka usaha
mendamaikan para pihak, baik didalam persidangan oleh Majelis Hakim
maupun perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan,
sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf
(b);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti :
A. Bukti surat berupa :
1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah
diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata
sesuali, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
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2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/001/1V/2015 Tanggal 01
April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Susukan lebak Kabupaten Cirebon , bukti tersebut telah diberi materai
cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi :
1.

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis di di rumah kediaman Orang tua Penggugat akan tetapi sejak
bulan Mei tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak
memperdulikan lagi Penggugat sejak 6 bulan dan saksi mengetahui
sendiri hal itu;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak
bertanggung jawab lagi dan tidak menjamin nafkah wajibnya untuk
Penggugat;
- Bahwa disamping itu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang
dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat
berprilaku baik dan tidak nusyuz;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak
berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2.

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
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- Bahwa awalnya tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak
harmonis;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
dengan tidak memperdulikan lagi Penggugat sejak 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu sendiri ketidak beradaan Tergugat;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak menjamin nafkah wajibnya untuk
Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat
dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berprilaku
baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak brhasil;
Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dapat
menerima dan membenarkannya;
Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan
mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak tergugat, penggugat telah
menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini
ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
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untuk datang menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah dan ternyata
ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan
hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak
hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan
perdamaian sebagaimana perintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 ayat (1) dan (2), sehubungan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan,
demikian pula perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana menurut ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2)
huruf (b);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan
juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, yang mana berdasarkan
ketentuan umum hukum pembuktian , Penggugat tidak perlu lagi membuktikan
dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara
perdata khusus (mengenai perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani
wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (berupa foto copy Kartu
Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang merupakan akta otentik dan
telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, Penggugat telah dapat
membuktikan bahwa ia bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum
dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti tertulis
berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/001/I\VV/2015 tanggal 01 April
2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan lebak
Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan
cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat
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(Alayumi Binti Durahman) dengan Tergugat (Arip hidayat Bin Suratman) terikat
dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 pula bahwa setelah akad
nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah
agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat
telah melanggar janji ta'lig talag, karena Tergugat telah meninggalkan
Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir sekurang-kurang tiga bulan
lamanya dan tidak memperdulikan sekurang-kurangnya 6 bulan lamanya
lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
di persidangan ,

Menimbang, bahwa saksi | Penggugat menerangkan di persidangan
bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, tetapi kemudian sejak bulan Mei tahun 2018 mulai tidak
harmonis lagi. dan puncak ketidakharmonisan vyaitu pada 6 bulan yang lalu,
yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang
tidak pernah rukun kembali juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah
wajib kepada penggugat, sedangkan Penggugat tetap taat kepada Tergugat
sebagaimana layaknya seorang istri yang baik; ;

Menimbang, bahwa saksi ke Il Penggugat di persidangan
menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah bulan Mei tahun 2018 , rumah
tangga mereka sudah tidak rukun lagi , yang pada akhirnya Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah sekitar 6 bulan
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dan mereka tidak pernah rukun kembali juga tidak lagi memberi nafkah baik
lahir maupun bathin, sementara penggugat tetap taat kepada Tergugat
sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata telah
bersesuaian dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya
tersebut dan pula keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud pasal 172 HIR,
sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dengan
demikian maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah
terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -2 berupa Kutipan Akta
Nikah tersebut diatas dan pula diperkuat keterangan kedua saksi tersebut
diatas, bahwa pada waktu akad nikah Tergugat sebagai suami mengucapkan
janji sighot ta’liq talag, yang diantaranya bunyi lafadnya: sewaktu-waktu saya
meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut, ......... atau saya membiarkan atau
tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya, ........ dan seterusnya,
maka dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan
cerai Penggugat tersebut telah mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur
pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) yaitu
suami melanggar ta’lik talak ;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran janji ta’lik talak oleh Tergugat
tersebut, Penggugat sebagai isteri telah mengadukan keberatan dengan
mengajukan gugatan perkara aquo, maka Majelis Hakim dapat menerima dan
membenarkan pengaduan Penggugat tersebut, oleh karena itu majelis telah
dapat menetapkan jatuhnya talak Tergugat yang telah dita’ligkan pada waktu
nikahnya dan pula dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli
Figh dalam Kitab Syargowi Ala Tahrir Juz Il halaman 302 yang artinya sebagai
berikut:
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Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah
talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya
ucapan”;

Menimbang, bahwa berhubungan perceraian ini didasarkan pada
ta’'liq talaq, maka Penggugat harus dibebani membayar uang sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh , sesuai bunyi sighot ta’liq yang
diucapkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang
perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,
sesuai ketentuan padal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan verstek;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang
berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Arip hidayat Bin Suratman) terhadap
Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.376000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
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Demikianl diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama di Sumber pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 H., oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WAS'ADIN, MH. dan Drs. EPOY ROSMANA,
SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. WAS'ADIN, MH. Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti,

td
ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :
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1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan : Rp 285.000,00,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00,-
5. Biaya materai _Rp 6.000,00.-

Jumlah Rp 376.000,00-

Terbilang : (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Catatan :
- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada

tanggal ......c.........
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada

tanggal .....ccceevviiiiiieeie

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Drs H. Jaenal
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